SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES|I BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayRe(hturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisarsingkat
Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
penyelenggaran pemerintahan sebagai pelaksanaaaturper
perundang-undangan, dapat dibentuk Lembaga Labagse
bagian dari Perangkat Daerah ;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1)ngrdadang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPdsal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Taun 200farig
Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan orgarmieasngkat
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimgiesdal

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentaggnisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian DararRgsat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiaif 974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UnAdadgng
Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Ied@n
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaralRkepu
Indonesia Nomor 3890) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nal38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2i2 4

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Peraturan Perundang- undangan (LembaegardN
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahandazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repubittohesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraldRkepu
Indonesia Nomor 4422);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa tkeadkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Talbid 2
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Riepubl
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaaggamh
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoi7 2
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentantpifaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lamamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, bedran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanth&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint&lzarah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanfagan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentag@ri¥asi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indeiegun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubdidn@sia
Nomor 4741);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LembargaraNe
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahandazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4827);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangaPaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Neggrabie
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4829) ;

12.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang sKorp
Pegawai Republik Indonesia ;

13.Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang aPead
Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungaeni B
Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariavabe
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@®ifang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2@®8ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiardanesia
Daerah ;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2@®8ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan
Bencana Daerah;



17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2@d&ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dé¥egagurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indoonesia Rrsvdan
Kabupaten/Kota ;

18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor leuiie2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (LeambBraerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambaha
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinagesi Barat.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresariptahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menwag atonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasigandzsstem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslathddndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesaiBgng selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro@nkiwesi Barat.

6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalagkeamelaksanakan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pek&saperaturan perundang-
undangan.

7. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi\Besa Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selgmjudisebut BNPB adalah
Lembaga Poemerintah Non Kementrian yang dibentuttasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi SlBamat yang selanjutnya
disebut BPBD, adalah Perangkat Daerah yaventuk dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi untuk melaksanakan penangguldreyarana.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sil8a&eat yang selanjutnya
disebut BPBD, adalah  Perangkat Daerah yang dikerdalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakenggulangan bencana.

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah seagjutnya disebut
Pelaksana BPBD, adalah bagian dari perangkat daemap merupakan lembaga
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiveeagy mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat digebabkan baik oleh
faktor alam dan atau faktor non alam maupun fakioanusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakagkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan adebtippa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara laiuggergempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,tdaah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatledmparistiwva atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gadaiolegi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan psektiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yangmaliponiflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaran penanggulangan bencana adalah lsseangpaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko mpéubencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehsibilita

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaiaatdtegiang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi aatéencana.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawgarat yang selanjutnya
disebut KPID, adalah lembaga yang bersifat independang tugas dan
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32uiaB002 tentang
Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakatahdp penyiaran.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah RebviSulawesi Barat yang
selanjutnya disebut Sekretariat KPID, adalah bagian perangkat daerah yang
merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaandagdasingsi KPID.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalamkb®mra, gambar, atau suara
dan gambar atau yang berbentuk grafis, karaktek Ypang bersifat interaktif
maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkatrima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaraalumedarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut ataantiriksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, ai@w media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh mkaydengan perangkat penerima
siaran.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipilagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpok@pegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mN&8ndahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 197tnignPokok-pokok

Kepegawaian.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnigabait disingkat KORPRI
adalah wadah untuk menghimpun  seluruh Pegawaulii&plndonesia demi



24.

25.

meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetig@ada cita-cita perjuangan
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adamichn Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb, bersifat demokratis,
mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produlan bertanggung jawab.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi SudaBarat yang selanjutnya
disebut Sekretariat DP KORPRI adalah bagian dararmqgkat daerah untuk
mendukung Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakugas dna
wewenangnya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menumuklgas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalaman organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kedhl#mau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

BAB ||
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Untuk menujang tugas Gubernur di bidang penanggalaiencana, untuk memberikan
pelayanan administratif KPID dan untuk menunjangatuDewan Pengurus KORPRI,
dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian Perangkataba®rovinsi Sulawesi Barat yang
terdiri dari :

a.
b.
C.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia DaerahIKP, dan
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (SekretariaKkDRPRI) .

BAB 111
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungs

Kedudukan
Pasal 3

BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah untekumang tugas Gubernur di
bidang penanggulangan bencana.

(1)

Tugas
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usadmaggelangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tdaelabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara ;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyel@aggapenanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan petnraencana ;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganeana ;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan befidaaerah ;

Qo



